Kebijakan Binsuskel Tahun 2010

Oleh:
Dit Binsuskel



Kondisi daya serap Th 2009

1. Daya serap Pusat 76 %
2. Daya serap daerah rata2 ; 65%
a. tidak ada laporan : Sumut, Kalteng, Papua Barat

b. daya serap dibawah 60 %: kalsel, sulut, sulsel,riau,
NTT, DIY, Jabar, Babel, sumsel

3. Daya Serap di UPT: 94 %



Apa yang harus dilakukan

Percepat daya serap

Selesaikan segala administrasi pengelolaan
dana bansos

Lakukan monev penyelenggaraan prog

Analisis dan berilah direktorat masukan
perbaikan proses

Persiapkan data “nilek” dan LKP yang sdh
terakreditasi dan penilaian kinerja bagus untuk
diprioritaskan mengelola dana bansos

Marilah menuju LKP yang unggul dan siap
berkompetisi



Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan tahun 2010

Penguatan Program kewirausahaan ; penguatan
orogram dan kelembagaan — keunggulan
ulusan

Penataan Kelembagaan --- Nilek, Unggul dan
terakreditasi ---- siap berkompetisi

Penjaminan mutu kelembagaan Permen 63 th
2009

Revitalisasi perijinan dan standar kelembagaan
Revitalisasi eksekusi dana blokgrand




Proporsi dana Binsuskel th

2010
* Pemerataan dan 177.750.000.000
Perluasan akses
* Peningkatan mutu,
rlevansi dan daya 104.099.375.000

saing + LSE3

. Tata kelola 15.491.078.000

Rp. 297.340.453.000



Kewlrausahaan

Penguatan ekonomi
kerakyatan

SDA alam melimpah yg ~

belum diolah :
Mengurangi tantangan

Dampak Krisis ekonomi dampak negatif

Ekonomi kreatif Kewi

Pengangguran 9,25 juta > use;,\;:razn

Kemiskinan 37 Juta lebih

Peluang kerja terbatas Spirit of nation

Missmacth (demand and D pemberdayaan potensi

supply) lingkungan

Sedang diinventarisasi sentra-sentra pelatihan kewirausahaan dan atau

magang




Legal :
administrasi
perijinan dan
fisik di lap

SV ETE
kinerja

Memiliki kinerja
(manajemen)
yang jelas :
AB,C

2010 : kearah
Standart

Akreditasi

Memiliki standar
kelayakan

menyelenggarakan

program kursus

(terakreditasi atau
tidak berakreditasi

LKP Unggul:
legal,
manajemen
unggul, dan
memiliki standar
kelayakan
kelembagaan
(terakreditasi)




LKP Unggulan: berakreditasi, berkinerja unggul plus

LKP yang memiliki akreditasi BAN PNF dan kinerja unggul
serta PLUS karakteristis tertentu

6 Dasar: UU no 20 th 2003

LKP Pelaksana : Direktorat Binsuskel dgn UPT dan Pemda

Unggulan

Reward : Bagi LKP Unggulan

1. Prioritas eksekusi dana bansos programprosedur
khusus (KPP, KWK, KWD dll)

2. Berhak menjadi TUK, Pelatih, tim teknis, benchmark,
studi banding inter

Bagi LKP belum berakreditasi dan penilaian kinerja akan
dibina oleh UPT , dinas dan Ormit




Program dan Pendataan Binsuskel Sesuai Grand Desain
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Penjaminan mutu

Dasar: UU no 20 th 2003, dan Kepmendiknas no 63/2009
tgl 25 sept 2009

Kepmen sudah ditandatangani Mendiknas Prof.DR Bambang
7 Sudibyo pada bulan september 2009.

Pelaksana : UPT (BPPNFI dan P2PNFI)

SENIEIIGEREN -...... Dalam pembinaan Satuan Pend PNFI berkoordinasi
Mutu dengan BPPNFI dan P2PNFI

memastikan tingkat kualitas lembaga dan program PNF,
aktifitas:

1. Pendataan, 2. analisis masalah lembaga dan program, 3.
kesenjangan standar, 4.capasity building, dan penguatan
sesuai standar (pelatihan, dukungan, Monev)

LKP rintisan (di bawah SPM) menjadi berstandar SPM,

LKP berstandar SPM menjadi berstandar Nasional

LKP berstandar nasional menjadi berstandar internasional




Revitalisasi eksekusi dana
blokgrand

Penghitungan dana dekonsentrasi
berdasarkan 5 kriteria utama: 1) angka
pengangguran, 2) jumlah LKP/Nilek,
3)Kemampuan fiskal, 4)kinerja daerah,
5)dukungan pemda thd kursus.

Penyederhanaan proposal dan syarat pokok
usulan

Lebih mempercepat pencairan dan
memperketat evaluasi penyelenggaraan
program blokgrand

Diperlakukan reward and punishment



